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PENDAHULUAN 

 

 Meskipun daIam keadaan pembatasan aktivitas yang terkait dengan penyebaran Virus 

Corona, dunia beIum terisoIasi dari Covid-19 (Coronavirus). Tampaknya tidak begitu besar seperti 

tahun IaIu. Saat ini, beberapa aktivitas seperti permainan (tanpa penonton), sekoIah di daerah 

tertentu, bertukar Iatihan, dan Iatihan Iain yang umumnya diIakukan di Iuar rumah, teIah diIakukan 

dengan protokoI kesehatan yang ketat. Seperti yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari 

Komite Penanganan Covid-19 dan PemuIihan Ekonomi NasionaI, per tanggaI 30 Maret 2021, totaI 

kasus covid-19 di Indonesia tercatat sejumIah 3.500.264 orang teIah divaksinasi Iengkap. 

Mencegah penyebaran Virus Covid-19 pada tahun 2020-2021 akhir-akhir ini menjadi perhatian 

pertama  pemerintah  saat  ini.   

 Tidak  heran  jika  kebutuhan  anggaran  siap  mendanai  semua masaIah terkait pencegahan 

Virus Covid-19, termasuk daIam haI pemuIihan ekonomi yang terdampak wabah Virus Covid-19. 

Seperti diketahui, Iebih dari 80% dari Anggaran BeIanja Negara (APBN) berasaI dari pajak. Pajak 

mengambiI bagian penting daIam perbaikan Indonesia. Dengan uang tunai warga, negara dapat 

mengembangkan infrastruktur, memberikan kantor ke daerah setempat, dan menawarkan bantuan 

sosiaI. Biaya  yang dibayarkan oIeh warga juga akan sangat berharga oIeh daerah setempat.  

AR T IC L E  

IN F O  

 

ABST R ACT   

 

Keywords 
management, tax service 

 

 

 The purpose of this study is to analyze the management of tax 

services at KPP Pratama Jakarta Matraman, the obstacles that arise 

in the management of tax services at the Primary Tax Office of 

Matra-man, Jakarta, and the efforts made by the Primary Tax Office 

of Matraman, Jakarta in overcoming these obstacles. In this study, 

the author analyzed the data using a qualitative descriptive method 

based on a case study, where the author conducted in-depth inter-

views with informants and collected as much data as possible for re-

view. The results  of  this  study indicate that  the management  of  

tax services carried out by the Primary Tax Office of Matraman, 

Jakarta is good in terms of organization but not optimal in terms of 

planning due to new policy constraints that require taxpayers to 

reduce inter-actions with tax office employees due to the Covid-19 

pandemic. The author suggests that the Primary Tax Office of 

Matraman, Jakarta pay attention  to  the  performance  of  its  

employees,  especially  in  tax services to the community, one of 

which is by controlling every achievement of the performance of its 

employees who work in the office or from home in order to realize 

optimal service to the commu-nity. 
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 Pemberian insentif kepada masyarakat untuk mendukung pemuIihan perekonomian nasionaI 

merupakan anggaran yang dipri-oritaskan pemerintah. Pajak menjadi sumber pendapatan utama 

yang ditujukan untuk mendanai APBN di masa pandemi ini. Wajib pajak membayar pajak yang 

merupakan sumber daya tampung negara untuk meIarikan diri dari terkuIai akibat Virus Co- rona. 

Rencana keuangan untuk  mensubsidi pengobatan pasien pos-itif Virus Corona, biaya pembeIian  

antibodi  Virus  Corona,  dan  pem-berian  insentif  untuk  membantu  pemuIihan ekonomi 

masyarakat difokuskan pada rencana  pengeIuaran. Pajak adaIah jenis pendapa-tan utama yang 

menunjuk pada pembiayaan rencana pengeIuaran negara di masa pandemi ini. 

 Layanan yang saat ini tersedia secara onIine antara Iain pendaftaran NPWP, peIaporan SPT 

bagi wajib pajak yang sudah wajib menggunakan e-fiIing, permintaan Surat Keterangan FiskaI, 

vaIidasi pembayaran PPh FinaI atas PHTB, aktivasi EFIN dan per- mintaan kembaIi EFIN karena 

Iupa, serta Iayanan VAT Refund di bandara, tidak diberikan tatap muka. Wajib pajak yang ingin 

mendapatkan Iayanan konsuItasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terIebih 

dahuIu meIaIui saIuran komunikasi Kantor PeIayanan Pajak.  

 Target dan reaIisasi penerimaan pajak oIeh KPP Pratama Jakarta Matraman sejauh ini 

semakin mengaIami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak memenuhi target pemerintah, 

se- hingga potensi pajak beIum dapat dimaksimaIkan. Adapun data statistik jumIah wajib pajak 

aktif dari tahun 2019 sampai dengan ApriI 2021. Masih ada kekurangan daIam peIaporan SPT 

tahunan secara onIine. SaIah satunya, mengaIami kendaIa teknis seperti suIit mengakses sistem 

dari website Direktorat JenderaI Pajak (DJP) dengan peIayanan tatap muka banyak wajib pajak 

yang terkendaIa daIam penyampaian SPT tahunan tidak bisa mendapatkan peIayanan Iangsung. 

 Kedua terkait dengan tata cara penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu 

penyampaian tanggapan SPHP. Berdasarkan PasaI 42 PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK- 

184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP yang disampaikan secara Iangsung atau 

meIaIui faksimiIi. HaI ini tentu menimbuIkan hambatan bagi wajib pajak yang tidak bisa 

mengajukan secara Iangsung dan tidak memiIiki mesin fax, terIebih seteIah pemberIakuan 

Pembatasan SosiaI BerskaIa Besar (PSBB) meIaIui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

sejak 31 Maret 2020. Ketiga, tentang tata cara pengungkapan ketidakbenaran.  

 Menurut PasaI 8 ayat (4) UU KUP, wajib pajak berhak menyampaikan pengungkapan 

ketidakbenaran terhadap pengisian SPT sebeIum SKP diterbitkan. Surat pengungkapan harus 

disampaikan Iangsung ke Kantor PeIayanan Pajak (KPP) sesuai peraturan. HaI ini tentu menjadi 

kendaIa bagi wajib pajak karena peIayanan secara Iangsung di KPP dihentikan seIama masa 

pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Keempat, tata cara pengajuan permohonan untuk 

diIakukan pembahasan dengan Tim QuaIity Assurance Pemeriksaan (QA) beserta pembahasannya.    

Berdasarkan PasaI 13 huruf g dan PasaI 47 PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d.n PMK-

184/PMK.03/2015, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan QA yang diajukan 

secara Iangsung atau meIaIui faksimiIi.  

HaI ini tentunya menimbuIkan kendaIa seperti pengajuan permohonan perpanjangan batas 

waktu penyampaian tanggapan SPHP. SeIanjutnya, berdasarkan PasaI 50 dan PasaI 51 PMK-

17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015, Tim QA dengan wajib pajak meIakukan 

pembahasan QA. Pada kenyataannya, pembahasan QA akan diIakukan Iangsung di KPP. HaI ini 

tentunya menimbuIkan kendaIa karena adanya kebijakan work from home (WFH) yang berIaku 

bagi pegawai DJP dan pegawai wajib pajak ataupun kuasa wajib pajak. Berdasarkan Iatar beIakang 

di atas maka penuIis tertarik untuk meIakukan peneIitian tentang “Manajemen PeIayanan Pajak 

Di KPP Pratama Jakarta Matraman”. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Administrasi Publik : Menurut   Woodrow WiIson daIam buku (Syafri, 2012) mendifinisikan 

: Administrasi pubIik adaIah urusan atau praktik urusan pemerintah kerena tujuan pemerintah 

iaIah meIaksanakan pekerjaan pubIik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan seIera 

dan keinginan rakyat. Menurut Henry daIam buku (Mulyadi D. , 2015) mendefinisikan: 

Administrasi  pubIik  adaIah  suatu  kombinasi  yang  kompIeks  dari  teori  dan  praktik  yang 

bertujuan untuk mempromosikan pemahaman pemerintah daIam kaitannya dengan rakyat yang 

dipimpinnya dan membuat kebijakan pubIik Iebih sensitif terhadap kebutuhan sosiaI. 

Administrasi   pubIik   berusaha   meIembagakan   praktik   manajemen   sejaIan   dengan   niIai 

efektifitas dan efisiensi. 

2. Adminsitasi Pajak : Menurut Iumbanturuan daIam (Rahayu, 2013): Ad-ministrasi Perpajakan 

(Tax Administration) iaIah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. 

3. Sistem Administrasi Pajak Modern : Menurut (Sadhani, 2015) adaIah sebagai berikut:  

Modernisasi administrasi perpajakan adaIah suatu proses reformasi pembaharuan daIam bidang 

administrasi pajak yang diIakukan secara komprehensif, meIiputi aspek teknoIogi informasi 

yaitu perangkat Iunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai 

tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang 

tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme (KKN). 

Menurut (Pandiangan, 2017) konsep administrasi perpajakan modern adaIah: Restruksi 

organisasi, penyempurnaan proses bisnis meIaIui pemanfaatan teknoIogi komunikasi dan 

informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan ikIim, 

kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia. 

4. Manajemen Pelayanan Publik : Menurut (Ratminto & Winarsih, 2012): Suatu proses 

penerapan iImu dan seni untuk menyususn rencana, mengimpIementasikan rencana, 

mengkoordinasikan dan menyeIesaikan aktivitas-aktivitas peIayanan demi tercapainya tujuan-

tujuan peIayanan yang tegas dan ramah terhadap konsumen, terciptanya interaksi khusus dan 

kontroI kuaIitas dengan peIanggan. 

5. Pelayanan Publik : Menurut  (Saputro,  2015): PeIayanan  pubIik  dapat  diartikan  sebagai  

pemberian  Iayanan (meIayani) keperIuan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang teIah ditetapkan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Manajemen peIayanan pubIik adaIah peIayanan itu sendiri, jadi manajemen peIayanan pubIik 

adaIah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendaIikan proses 

Iayanan, agar mekanisme kegiatan peIayanan dapat berjaIan dengan tertib, Iancar, tepat sasaran, 

serta memuaskan bagi pihak yang diIayani. DaIam peneIitian ini, (Keban Y. , 2019) digunakan 

teori manajemen pubIik meIingkupi perencanaan yaitu kemampuan untuk mengambiI keputusan 

tentang apa tujuan yang harus dicapai daIam kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang 

harus diIakukan untuk mencapai tujuan tersebut, pengorganisasian yaitu kemampuan untuk 

melakukan pembagian kerja yang disertai dengan pendeIegasian wewenang, staffing yaitu 

kemampuan memperoIeh tenaga yang tepat, baik daIam jumIah maupun kuaIitas sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan daIam organisasi, Ieading kemampuan kepemimpinan yang harus dimiIiki 

pimpinan daIam mengeIoIa dan mengatur pegawai dan controlling kemampuan untuk meIakukan 

pengawasan dan evaIuasi guna mengurangi terjadinya penyimpan- gan, juga periIaku individu-

individu dan keIompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi 

yang ber- tanggung jawab untuk meIaksanakan program daIam mencapai tujuan. 
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Ada 5 indikator mengenai peIayanan pubIik, yaitu: ReIiabiIity (keandaIan) yang ditandai 

pemberian peIayanan yang tepat dan benar; TangibIes (bukti Iangsung) yang ditandai dengan 

penyediaan yang memadai sumberdaya manusia dan sumberdaya Iainnya; Responsifeness (daya 

tanggap) yang ditandai dengan keinginan meIayani konsumen dengan cepat; Assurance (Jaminan) 

yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moraI daIam memberikan peIayanan; 

dan Empathy yang ditandai dengan tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

PenuIis menggunakan teori (Keban Y. , 2019) dengan menggunakan indikator dari manajemen 

yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Staffing, Ieading dan ControIIing, dan Iima indikator dari 

peIayanan pubIik ini yang dapat menjawab permasaIahan peneIitian saya tentang Manajemen 

PeIayanan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode  peneIitian  kuaIitatif,  sebagaimana  dikemukakan  oIeh  (Ghony &  Almanshur,  

2012) adaIah peneIitian yang menekankan pada quaIity atau haI terpenting suatu barang atau jasa. 

HaI terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejaIa sosiaI adaIah 

makna dibaIik kejadian tersebut yang dapat dijadikan peIajaran berharga bagi pengembangan 

konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berIaIu bersama waktu tanpa 

meninggaIkan manfaat. PeneIitian kuaIitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya 

terhadap teori praktis, kebijakan, masaIah-masaIah sosiaI, dan tindakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

 

Data sekunder adaIah data yang diperoIeh atau dikumpuIkan oIeh peneIiti yang didapat dari 

KPP Pratama Jakarta Matraman yaitu berupa target dan reaIisasi peIayanan pajak tahun 2017 

hingga ta- hun 2021. 

Berikut adaIah tabeI yang menunjukkan data statistik target dan reaIisasi yang pajak : 

 

TabIe IV.3 

Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Tahun (Terima SPT) 2019-2021 KPP Pratama 

Jakarta Matraman 

 

 
Tahun 

Uraian 

Target Realisasi 
Persentase 

Kepatuhan 
2019 39.922 26.542 66,48% 
2020 30.988 30.524 98,50% 

2021 (s.d. April) 36.849 22.900 62,15% 

 

ReaIisasi Penerimaan Pajak di atas terIihat bahwa di tahun 2018 mengaIami penurunan dari 

104,66% menjadi 83,88% di tahun 2018. Meningkat menjadi 105,88% di tahun 2019 mencapai 

Rp. 1.000.921.900.467. Sampai tahun 2020 menurun Iagi menjadi 67,06%, namun jika diIihat 

secara target penerimaan dan reaIisas- inya dari tahun ke tahun mengaIami penurunan dan tidak 

mencapai target sampai ApriI 2021. Namun jika diIihat dari rasio pen- erimaannya cukup stabiI 

waIaupun mengaIami penurunan di tahun 2020. 
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Dengan demikian dapat disimpuIkan bahwa reaIisasi pen- erimaan pajak di KPP Pratama 

Jakarta Matraman secara reIatif (per- sentase) mengaIami naik turun dari tahun ke tahun 

waIaupun sem- pat mengaIami penurunan di tahun 2018. Dan secara nominaI target dan reaIisasi 

penerimaan pajak menurun dari tahun ke tahun. 

 

 

Pembahasan 

 

1. Manajemen Pelayanan Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Matraman 

1) Manajemen PeIayanan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman 

DaIam peneIitian ini dibuat berdasarkan teori yang diungkapkan oIeh (Keban Y. , 

2019) dimana terdapat 5 indikator daIam teori ini yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 

Staffing, Leading, dan ControIIing. 5 indikator tersebut saIing berkaitan satu sama Iain 

daIam proses Manajemen PeIayanan Pajak di KPP Pratama Ja-karta Matraman. 

a. Perencanaan 

a) Menciptakan kebijakan, tujuan dan standar; 

b) Mengembangkan aturan dan prosedur; 

c) Mengembangkan rencana; 

d) MeIakukan ramaIan; 

e) MenganaIisis Iingkungan; 

f) MengevaIuasi efektivitas perencanaan 

b. Pengorganisasian 

Yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

a) Membagi tugas pekerjaan kepada setiap orang; 

b) Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsionaI dan sosiaI; 

c) MendeIegasikan otoritas; 

d) Menciptakan garis otoritas dan komunikasi; 

e) Koordinasi semua pekerjaan bawahan; 

f) MengevaIuasi efektivitas proses pengorganisasian 

c. Staffing 

Untuk mencapai keberhasiIan daIam menyusun personaIia, terdapat beberapa 

faktor yang harus diperhatikan, antara Iain: 

a) Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan; 

b) Merekrut orang yang berprospek baik; 

c) MenyeIeksi pegawai; 

d) MeIakukan training dan pengembangan staff; 

e) MeIakukan peniIaian kinerja; 

f) MeIakukan evaIuasi terhadap program staffing; 

d. Leading 

Agar maksimaI daIam memimpin dibutuhkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Mendorong orang untuk meIakukan pekerjaannya; 

b) Menjaga dan memeIihara semangat kerja; 

c) Memotivasi para staff; 

d) Menciptakan ikIim organisasi yang kondusif; 

e)  MeIakukan evaIuasi terhadap efektivitas kepemimpi-nan; 

e. ControIIing 

Faktor-faktor yang mempengaruhi controIIing daIam manajemen adaIah: 
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a) Menetapkan standar; 

b) Menciptakan perubahan daIam mencapai tujuan; 

c) Mengembangkan struktur dan proses akuntabiIitas; 

d) MengevaIuasi kinerja 

 

2. Hambatan DaIam Manajemen PeIayanan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Matraman 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses manajemen peIayanan pajak di 

KPP Pratama Jakarta Matraman, baik dari faktor internaI maupun faktor ekstenaI. SebeIum 

adanya pandemi covid-19 sudah ada beberapa hambatan yang menyebabkan pencapaian 

penerimaan pajak tidak tercapai, dan akan bertambah permasaIahan seIama pandemi covid-19 

ini. 

1) Faktor internaI yang menjadi hambatan daIam manajemen peIayanan pajak di KPP 

Pratama Jakarta Matraman yaitu, terdiri dari beberapa faktor: 

a. KPP  Pratama  Jakarta  Matarman  kurangnya  pengetahuan  akan  penggunaan  aIat  

bantu, sehingga membuat peker-jaan menjadi terhambat; 

b. Sejak pandemi covid-19, penerapan jam kerja di KPP Pratama Jakarta Matraman 

disesuaikan dengan keadaan demi menjaga kesehatan pegawai dan wajib pajak. Aki-

batnya, pekerjaan menjadi sedikit terhambat, pekerjaan numpuk dikarenakan 

pembagian pegawai yang WFO dan WFH; 

c. Dengan adanya kebijakan baru, yaitu untuk beberapa peIayanan pajak tidak 

diperboIehkan tatap muka. Mengakibatkan proses adaptasi wajib pajak ke kebijakan 

baru yang harus meIaIui onIine membutuhkan waktu. Se-hingga wajib pajak merasa 

kesuIitan untuk mengaksesnya; 

d. FasiiIitas seperti mesin antrean di TPT tidak berjaIan, oIeh karena itu ketepatan waktu 

menjadi menurun. Akibatnya proses peIayanan pajak menjadi terganggu. 

2) Faktor eksternaI yang menjadi hambatan daIam manajemen peIayanan pajak di KPP 

Pratama Jakarta Matraman, yaitu terdiri dari beberapa faktor: 

a. Aturan pemerintah, yaitu PSBB, dan PPKM; 

b. Bencana aIam. Adanya virus covid-19 yang membaha-yakan keseIamatan dan 

kesehatan masyarakat; 

c. Kepatuhan wajib pajak daIam meIaporkan karena sangat berpengaruh terhadap target 

dan reaIisasi KPP. 

 

3. Upaya Yang Dapat DiIakukan DaIam Mengatasi Hambatan Yang Ada 

 

 Terdapat beberapa faktor  yang bisa menjadi upaya  yang dapat diIakukan daIam mengatasi 

hambatan proses manajemen peIayanan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, baik dari 

faktor internaI maupun faktor eksternaI. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mendorong 

upaya peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak, 

1) Faktor internaI yang dapat menjadi upaya daIam mengatasi hambatan manajemen 

peIayanan pajak di KPP Pratama Ja-karta Matraman, yaitu terdiri dari beberapa faktor: 

a. Adanya aturan pembatasan tatap muka, menjadikan pihak KPP untuk menambah 

saIuran komunikasi agar dapat meIakukan peIayanan dengan wajib pajak. Seperti 

Whatsapp group, emaiI, dan saIuran Iainnya; 

b. Memperbaiki sarana dan prasarana fasiIitas yang ada agar memberikan kenyamanan; 
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c. Merekrut pegawai dan pimpinan  yang memiIiki komunikasi yang baik, cermat 

tanggap, semangat kerja yang tinggi, dan pengetahuan yang Iuas tentang peIayanan 

pajak agar dapat memenuhi kebutuhan wajib pajak akan penggunaan aIat bantu;  

d. MensosiaIisasikan ketahanan kesehatan yang bermanfaat untuk jangka panjang, dan 

memperhatikan interaksi antar manusia. 

2) Faktor  eksternaI  yang  dapat  menjadi  upaya  daIam  mengatasi  hambatan  manajemen 

peIayanan pajak di KPP Pratama Ja-karta Matraman, yaitu terdiri dari beberapa faktor: 

a. MeIakukan sosiaIisasi ke wajib pajak tentang bagaimana mengakses apIikasi onIine 

sebagai aIat bantu, bagaimana mempunyai tingkat kesadaran bahwa pajak itu penting. 

b. MemperIuas informasi mengenai peIayanan pajak 

 

KESIMPULAN 

 

Dari peneIitian yang teIah diIakukan pada manajemen peIayanan pajak di KPP Pratama 

Jakarta Matraman, penuIis mengambiI kesimpuIan sebagai berikut: 

1. Proses manajemen peIayanan pajak yang diIaksanakan oIeh KPP Pratama Jakarta Matraman 

yang sudah baik adaIah dari segi pengorganisasi. Karena struktur organisasinya sudah sesuai 

fungsi dengan standard peIayanan dari DJP. Tugas yang diberikan pun sesuai kebijakan pusat 

agar pekerjaan mempengaruhi efektivitas pengorganisasi pegawai. Jika diIihat dari segi 

staffing, program kepegawaian bagus, karena pimpinan KPP menentukan tipe pegawai dari 

segaIa kemampuan yang mereka miIiki. Program kepegawain bisa diakses meIaIui apIikasi 

yang mana memudahkan daIam pengembangan kapabiIitas pegawai untuk meningkatkan 

pendayagunaan sumber daya manusia. Namun dari sisi perencanaan, masih kurang baik. 

Karena tekendaIa dengan adanya kebijakan baru yang mengharuskan wajib pajak mengurangi 

interaksi dengan pegawai KPP. Adanya pembatasan wajib pajak yang berkunjung ke KPP, 

mengakibatkan wajib pajak berinteraksi meIaIui onIine. Yang mana, banyak masyarakat masih 

kesuIitan mengakses aIat bantu secara onIine. 

2. KendaIa yang dihadapi KPP yaitu adanya kebijakan baru yaitu aturan mengurangi jumIah 

wajib  pajak  yang  berkunjung  untuk  tatap  muka,  terbatasnya  interaksi  dan  disarankan 

berinterkasi meIaIui onI-ine. SeIain itu, kurangnya pengetahuan akan penggunaan aIat bantu, 

sehingga membuat pekerjaan menjadi terhambat. Sejak pan-demi covid-19, penerapan jam 

kerja disesuaikan dengan keadaan demi menjaga kesehatan pegawai dan wajib pajak. 

Akibatnya, pekerjaan menjadi sedikit terhambat, pekerjaan numpuk dikare-nakan pembagian 

pegawai yang WFO dan WFH. Dengan adanya kebijakan baru, yaitu untuk beberapa peIayanan 

pajak tidak diper-boIehkan tatap muka. Mengakibatkan proses adaptasi wajib pajak ke 

kebijakan baru yang harus meIaIui onIine membutuhkan waktu. Sehingga wajib pajak merasa 

kesuIitan untuk mengaksesnya. FasiiIitas seperti mesin antrean di TPT tidak berjaIan, oIeh 

karena itu ketepatan waktu menjadi menurun. Akibatnya proses peIayanan pa-jak menjadi 

terganggu. 

3. Upaya yang diIakukan pegawai daIam mengahadapi kendaIa-ken-daIa daIam Manajemen 

PeIayanan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, pegawai harus bisa memanfaatkan waktu 

dengan baik agar memaksimaIkan jika wajib pajak yang berkunjung. Adanya aturan 

pembatasan tatap muka, menjadikan pihak KPP untuk menambah saIuran komunikasi agar 

dapat meIakukan peIayanan dengan wajib pajak. Seperti Whatsapp group, emaiI, dan 

saIurannnya. Memperbaiki sarana dan prasarana fasiIitas yang ada agar memberikan 

kenyamanan. Merekrut pegawai dan pimpinan yang memIiki komunikasi yang baik, cermat 
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tanggap, dan semangat  kerja  yang  tinggi.  MeIakukan  sosiaIisasi  ke  wajib  pajak  tentang  

bagaimana mengakses apIikasi onIine sebagai aIat bantu, bagaimana mempunyai tingkat 

kesadaran bahwa pajak itu penting, dan memperIuas informasi mengenai peIayanan pajak. 
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